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	This research aims to determine the implementation of the national health insurance application program for participants who receive state administrator wages (PPU PN) / civil servants at the faculty of social sciences and law at UNIMA. This research uses a descriptive qualitative approach, the number of informants is 5 people with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation, with data analysis techniques through data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of the National Health Insurance application program for participants who receive state administrator wages (PPU PN) / civil servants at the Faculty of Social Sciences and Law at UNIMA has not gone completely well because it was found according to the research results that there were obstacles during the registration process, Participants do not understand this application, because there has been no notification or socialization from the BPJS in the field, participants experience difficulties when using the services in the JKN mobile application, namely difficulties with schedules not matching the application, the history in the application does not match what participants experience, it is hoped that BPJS Health Tondano Branch can be responsive in overcoming problems in the JKN Mobile Application so that it can be easily accessed by BPJS Health participants.
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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Pekerja Penerima Upah Pengelenggara Negara (PPU PN)/ Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jumlah informan sebanyak 5 orang dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penerapan Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta penerima gaji penyelenggara negara (PPU PN)/PNS pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNIMA belum berjalan sepenuhnya dengan baik karena ditemukan ketidaksesuaian dari hasil penelitian terdapat kendala pada saat proses pendaftaran, Peserta kurang memahami aplikasi ini, karena belum ada pemberitahuan atau sosialisasi dari BPJS di lapangan, peserta mengalami kesulitan saat menggunakan layanan di aplikasi mobile JKN yaitu kesulitan dengan jadwal yang tidak sesuai dengan aplikasi, history yang ada di aplikasi tidak sesuai dengan pengalaman peserta, diharapkan BPJS Kesehatan Cabang Tondano dapat tanggap dalam mengatasi permasalahan pada Aplikasi Mobile JKN agar dapat dengan mudah diakses oleh peserta BPJS Kesehatan.
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I. Pendahuluan 
Saat ini, bisnis dan organisasi perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara ekstensif jika ingin bersaing dan sukses. Setiap pelaku bisnis atau perusahaan merasa terdorong untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di tempat kerja karena teknologi ini banyak digunakan dalam dunia bisnis dan organisasi untuk mencapai efisiensi waktu dan biaya [1].
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode open source. Dalam hal membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE dengan menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi. Aplikasi SPBE yang dimaksud adalah Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika [2].
Sedangkan pengembangan dan pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing, dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud setelah diperiksa oleh menteri yang membidangi Kepegawaian. teknologi komunikasi dan informasi. Sebelum membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan instansi pusat dan pemerintah daerah harus terlebih dahulu meminta nasihat dari menteri yang bertanggung jawab dibidang politik dalam stuktur nasional[2].
Pelayanan publik elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung terwujudnya pelayanan publik pada pemerintah pusat dan daerah. Layanan e-manajemen pemerintah mencakup kegiatan pendukung di bidang pendidikan, pengajaran, ketenagakerjaan, perekonomian, perumahan, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya [2].
Dalam memberikan informasi dan layanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, BPJS Kesehatan berdedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. BPJS Kesehatan selalu mengikuti kemajuan teknologi terkini tanpa ketinggalan. Hal ini ditunjukkan dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan BPJS Kesehatan. Diantaranya adalah aplikasi mobile JKN yang merupakan upaya untuk peningkatan pelayanan bagi pelanggan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) [1].
Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional menjadi contoh bagaimana model bisnis BPJS Kesehatan telah bertransformasi secara digital. Awalnya, model bisnis terdiri dari tugas-tugas administratif yang dilakukan di kantor cabang atau fasilitas kesehatan. Kini, peserta dapat mengakses aplikasi dari lokasi mana pun dan kapan pun tanpa batasan waktu. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara hadir pada acara pengenalan Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional 16 November 2017 di Jakarta dipimpin oleh Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Masyarakat atau peserta dapat memperoleh manfaat dari penggunaan Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam beberapa hal, antara lain kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pemutakhiran informasi kepesertaan., kemudahan informasi tagihan iuran peserta, kemudahan memperoleh informasi fasilitas kesehatan, kemudahan menyampaikan keluhan serta permintaan informasi seputar JKN-KIS. Semua layanan dan informasi penting peserta dapat diakses hanya dengan satu tangan dengan aplikasi ini. Ada beberapa fitur yang tersedia pada aplikasi Mobile JKN, antara lain menu peserta, kemampuan mengubah data peserta, ketersediaan tempat tidur, registrasi layanan, premi, konsultasi dokter, jadwal operasi, pemeriksaan kesehatan, obat yang ditanggung, catatan pembayaran, dan informasi tentang JKN, lokasi, dan screening Mandiri Covid-19 [3].
Keanggotaan BPJS Kesehatan wajib bagi seluruh penduduk. Ada dua jenis kepesertaan BPJS Kesehatan, yakni mereka yang miskin atau membutuhkan disebut sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan mereka yang tidak miskin disebut dengan Non-PBI. Individu tersebut antara lain Pekerja Penerima Upah (PPU) beserta keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) beserta keluarganya, dan Pekerja Bukan Pekerja (BP) beserta keluarganya [4].
Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN/Pegawai Negeri Sipil) Ialah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan , diangkat oleh pejabat yang berwenang , ditugaskan dalam suatu jabatan pemerintahan , atau diserahi tugas pemerintahan lainnya , dan menerima gaji sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang  berlaku.
1) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada kementerian/lembaga, sekretariat perguruan tinggi nasional, badan vertikal daerah provinsi/provinsi/kota, panitera pengadilan, atau pegawai negeri sipil.
 2) Pejabat pelaksana adalah pegawai yang diperbantukan pada pemerintah pusat lain, daerah negara bagian/provinsi/kota, atau pada badan usaha milik negara/perusahaan daerah, yang gajinya dibayar oleh pejabat yang memperbantukan.
 3) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada pemerintah pusat lain, wilayah negara bagian/provinsi/kota atau pemerintah lain yang gajinya dibayar oleh pemerintah induk.
 4) Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi/provinsi/kota yang gajinya dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah provinsi/provinsi/kota.
 5) Perwira TNI adalah perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang gajinya diperuntukkan bagi belanja pendapatan dalam APBN.
 6) Pejabat Kepolisian Negara adalah pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gajinya digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. [5].
Saat ini jumlah seluruh ASN di FISH Unima tercatat sebanyak 127 jiwa per maret 2023, yang termasuk 110 dosen dan 17 tenaga kependidikan dan yang menggunakan Aplikasi Mobile JKN sekitar 43 jiwa. ASN FISH Unima termasuk kategori peserta Pekerja Penerimah Upah Penyelenggara Negara (PPU PN)/ Pegawai Negeri Sipil dan akan otomatis di potong iuran BPJS Kesehatan 5% dari gaji ASN per bulan. Manfaat program JKN-KIS kini sudah banyak dirasakan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa program tersebut terus berkembang dan dilaksanakan dan memberikan kemudahan untuk mengakses informasi maupun akses administrasi pelayanan kesehatan tanpa harus berpindah tempat, termasuk peserta PPU PN/ Pegawai negeri sipil yang ada di fakultas ilmu sosial dan hukum Unima yang dapat melakukan pelayanan administrasi di aplikasi Mobile JKN kini dapat diakses kapan pun dan dimana pun. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada peserta PPU PN/ Pegawai Negeri Sipil masih kurang dalam menerapkan aplikasi Mobile JKN, terdapat Masih banyak peserta JKN-KIS belum terdaftar aplikasi Mobile JKN, Kurangnya pemahaman peserta untuk mengakses aplikasi Mobile JKN.
Implementasi adalah proses dengan cara dimana lembaga pemerintah, organisasi swasta, atau masyarakat melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan [6].
Implementasi kebijakan adalah mencakup upaya memahami apa yang terjadi setelah perumusan atau implementasi suatu program. Untuk mencapai tujuan ini, semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus berkomunikasi secara luas untuk memastikan koordinasi yang efektif antar pelaksana teknis [7].
Istilah kebijakan publik yaitu kebijakan yang di kembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah [8].
[bookmark: _Toc49096370][bookmark: _Toc54005713][bookmark: _Toc66452724]Berdasarkan latar belakang diatas maka Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Pekerja Penerima Upah Pengelenggara Negara (PPU PN)/ Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado”.

II. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendepskrisikan permasalahan yang terjadi di lapangan, menemukan maknanya dan memahaminya secara mendalam. 
Lokasi penelitian di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado Jl. Kampus FISH UNIMA, Kelurahan Tounsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara
Penelitian ini di fokuskan pada Implementasi Program Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN)/ Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado, yang mencakup: Program, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, dan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada di FISH UNIMA
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi  merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan pelayanan publik dikalangan peserta PPU PN/ Pegawai Negeri Sipil sebagai pengguna layanan di aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional .Wawancara merupakan komunikasi antara peneliti dan informan dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara (interview guide), untuk memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui Tanya jawab tatap muka, dan informan yang diwawancarai adalah Staf BPJS Kesehatan Tondano dan Peserta PPU PN/ Pegawai Negeri Sipil di FISH UNIMA.Dokumentasi adalah suatu cara memperoleh data dari dokumen-dokumen dan buku yang berkaitan dengan penelitian [9].
Teknik analisis data yang digunakan adalah dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini dengan melakukan uji kepercayaan (Credibility), Keteralihan (Transferability), Ketergantungan (Dependebility), Kepastian (Conformability).


III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di FISH UNIMA disini peneliti memfokuskan pada masalah Implementasi Program Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Pekerja Penerimah Upah Penyelenggara Negara (PPU PN)/ Pegawai Negeri Sipil di FISH UNIMA yang merupakan unit kerja pelayanan publik di bidang kesehatan yang berbasis teknologi. Untuk mengetahui implementasi program ini peneliti menggunakan empat indikator yaitu:

a. Program

Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
Kesehatan merupakan hal  terpenting  bagi setiap warga negara, oleh karena itu pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting  dalam meningkatkan kesehatan  masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. BPJS  Kesehatan  mempunyai  inovasi terbaru  untuk meningkatkan pelayanan kesehatannya yaitu program pelayanan kesehatan berbasis aplikasi yaitu Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional (Mobile JKN), dimana Aplikasi ini diperuntukkan bagi peserta BPJS Kesehatan untuk memudahkan setiap orang dalam mengakses informasi dan layanan di JKN-KIS, tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mengurangi antrian sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk sampai ke kantor karena bisa hanya dengan menggunakan aplikasi, peserta BPJS Kesehatan dapat langsung mengaksesnya melalui aplikasi ini. Program Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional ini sangat bermanfaat pelayanan administrasi sudah membaik yang sebelumnya terbatas hanya dapat dilakukan di kantor cabang sekarang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, Berdasarkan hasil penelitian terdapat peserta yang masih mendapat kendala saat proses pendaftaran yaitu nomor telepon tidak terdaftar atau nomor telepon sudah tidak aktif lagi sehingga sistem tidak mengirimkan kode OTP, Maka Peneliti berpendapat bahwa Program masih belum obtimal.

b. Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi [10].
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemui bahwa dalam sebuah penerapan Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional ini peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN)/ Pegawai Negeri Sipil menyatakan belum ada informasi dari BPJS Kesehatan terkait Aplikasi ini. Namun beberapa peserta sudah mengetahui tentang Program aplikasi jaminan kesehatan nasional dan telah menggunakan aplikasi ini, tetapi ada juga peserta yang tidak mengetahui aplikasi ini. Dari pihak BPJS Kesehatan juga menyatakan sudah membuat pemberitahuan atau informasi pelayanan kesehatan di depan kantor BPJS dalam bentuk Banner, Baliho dan lain-lain, juga boleh di lihat di internet (Web BPJS Kesehatan). Maka Peneliti berpendapat Bahwa dalam mengimpelementasikan program tersebut belum efektif dan efisien Contohnya dalam sosialisasi yang belum dilaksanakan

c. Sumber Daya

Sumberdaya juga ikut mempengaruhi sebuah implementasi pada kebijakan karena pada dasarnya SDM akan menjadi sebuah roda penggerak berjalannya sebuah implementas yang juga harus seimbang kualitas dan juga kuantitas yang tercukupi, Menurut Edward III (Dalam Subarsono, 2011:90-92). Jika terdapat sebuah implementator mengalami kekurangan pada sumber daya, hal ini akan menjadi sebuah implementasi yang berjalan dan tidak efektif dimana dapat diperhatikan merupakan sebuah kompetisis dari Sumber daya Manusia [11].
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwa SDM di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano sudah memadai untuk mengoptimalkan Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional, Semua semua staf termasuk Satpam dan petugas kebersihan juga bertanggung jawab untuk menginstruksikan peserta atau masyarakat tentang bagaimana menggunakan Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan informasi tentang JKN-KIS. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tondano mengenai sarana dan prasarana, mengatakan bahwah Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional langsung dari pusat BPJS Kesehatan dan Kantor Cabang hanya mempunyai peran yaitu mensosialisasikan program JKN-KIS, penerapan Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional dan menginstruksikan masyarakat atau peserta untuk mengunduh aplikasi dan mendaftarkan. Untuk meningkatkan program pelayanan Kesehatan hampir semua layanan administrasi yang tersedia di kantor cabang dapat dilihat di Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat diakses oleh peserta guna kelancaran pelayanan pada Program JKN-KIS.
Maka peneliti berpendapat bahwa Sumber Daya BPJS Kesehatan Cabang Tondano sudah memadai memadai untuk mengoptimalkan aplikasi mobile JKN.

d. Disposisi/ Sikap Pelaksana

Disposisi, merupakan kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki seorang pelaksana, seperti komitmen, integritas dan sifat demokratis. Apabila para pelaksana mempunyai sikap yang baik, maka mereka akan mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pengambil kebijakan. Proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif apabila para pelaksana mempunyai sikap dan cara pandang yang berbeda dengan pengambil kebijakan.
Disposisi pelaksana mengacu pada kepribadian dan sifat mereka, seperti dedikasi, integritas, dan kecenderungan demokratis. Pelaksana kebijakan dapat secara efektif melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat kebijakan apabila mempunyai disposisi yang positif. Proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak produktif apabila pelaksana dan pembuat kebijakan mempunyai sikap atau cara pandang yang berbeda.
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Program Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional ini sangat bermanfaat tetapi ada peserta yang masi Kurang mengetahui tentang aplikasi mobile JKN ini. Peserta juga mendapat kesulitan jadwal tidak sesuai dengan aplikasi, riwayat di aplikasi tidak sesuai yang peserta alami. Maka peneliti berpendapat bahwa disposisi atau sikap masih kurang memuaskan bagi peserta BPJS



IV.Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan dan dibahas dapa bab sebelumnya, Implementasi Program Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN)/ Pegawai Negeri Sipil di FISH UNIMA masih kurang baik didukung dengan data informasi yang peneliti dapatkan bahwa:
Program, beberapa peserta menyatakan program aplikasi Mobile JKN sudah membaik karena layanan administrasi yang sebelumnya hanya tersedia di kantor cabang kini dapat diakses kapan pun dan dimana pun, tetapi peserta lainnya masih mendapat kendala saat proses pendaftaran yaitu nomor telepon tidak terdaftar atau nomor telepon sudah tidak aktif lagi.
Komunikasi,belum ada pemberitahuan atau sosialisasi turun lapangan dari pihak BPJS. Tapi pihak BPJS sudah membuat pemberitahuan atau informasi di depan kantor BPJS dalam bentuk Banner, Baliho dan lain-lain, juga boleh di lihat di internet (Web BPJS Kesehatan).
Sumber Daya, Sumber Daya Manusia BPJS Kesehatan Tondano sudah memadai untuk optimalisasi aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional, Seluruh pegawai BPJS Kesehatan Cabang Tondano terlibat untuk mensosialisasikan aplikasi mobile JKN melalui program penyaluran informasi langsung dan tidak langsung 
Disposisi/Sikap Pelaksana, Peserta Kurang mengetahui tentang Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional, terdapat peserta yang mendapat kesulitan saat menggunakan pelayanan di aplikasi mobile JKN yaitu kesulitan jadwal tidak sesuai dengan aplikasi, riwayat di aplikasi tidak sesuai yang peserta alami.
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